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ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan sangat diperlukan. Namun partisipasi tersebut tidak berjalan di
Desa Umang pada saat pembentukan Rencana Peraturan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes), padahal partisipasi tersebut telah jelas diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan unsur-unsur
masyarakat atau partisipasi yang berpedoman berdasarkan Undang-Undang.
Berdasarkan hal tersebut maka harus dilihat bagaimana partisipasi
masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes, dan apa saja kendala-
kendala dalam proses pembentukan RPJMDes, serta akibat hukum tidak
terlaksananya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes
di Desa Umang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui
implementasi demokrasi desa yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan dalam mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukan RPJMDes. Penulisan ini menggunakan metode Empiris. Hasil
penelitian skripsi ini menerangkan bahwa (1).Partisipasi dalam pembentukan
RPJMDes dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dan perwakilan
Badan Permusyawaratan Desa (DPD; (2). Kendala-kendala dalam proses
pembentukan RPJMDes muncul dari masyarakat karena minim Sumber
Daya Manusia dan forum Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
formalitas semata.

Menyetujui,
Pembimbing ] Pembimbng 11
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Desa dalam tatanan pemerintahan merupakan suatu kumpulan masyarakat
yang menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan desa menjadi perhatian penting banyak
kalangan pada saat merumuskan sistem dan jenis ketatanegaraan Indonesia setelah
berhasil memproklamasikan Indonesia, salah satunya adalah sistem demokrasi
yang dianut berdasarkan demokrasi yang berada di desa.!

Pengakuan Desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
kemudian diatur dalam konstitusi, yang tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas
menyebutkan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang” ?

Problematika yang terjadi di desa menjadi isu sentral dalam pembahasan
negara, meski mendapatkan pengakuan dalam konstitusi, desa pada mulanya masi
mendapatkan banyak permasalahan. Desa masih ikut tunduk pada pemerintahan

pusat dengan berbagai regulasi yang mengatur desa mulai dari ekonomi, adat desa,

! Utang Rosidin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang
Aspiratif." Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no.105 (2019), him 168-84.

2 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang UUD 1945 dan
Amandemen



pembangunan infrastruktur, pemerintahan desa dan lain-lain. Maka dengan
berbagai banyak pertimbangan, desa mulai diberikan kewenangannya untuk dapat
mengatur sendiri urusan pemerintahan dan segala yang terkandung dalam desa
berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. 3

Berdasarkan problematika di atas, dibentuklah Undang-Undang No 6 Tahun
2014 Tentang Desa yang merupakan perwujudan dan pengakuan negara kepada
desa dengan pemberian kewenangan dan segala urusannya, dalam artian desa tidak
lagi menggunakan regulasi pemerintahan pusat. Dalam konsideran Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa jelas dapat dipahami bahwa desa telah
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan
menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis untuk dapat menciptakan landasan
kuat dalam melaksanakan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, Makmur,
dan Sejahtera. Serta Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.*

Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk turunan setelah
dibentuknya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan keberadaan daerah kabupaten/kota dibagi lagi atas
kecamatan yang terdiri atas kelurahan/atau desa. Pemerintahan pusat yang semula
mengatur kepentingan daerah dan selaga urusan daerah (termasuk desa) menjadi

pemerintahan yang mandiri dengan pemberian otonomi daerah melalui asas

3 Nabilah, Era, and Askana Fikriana, “Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem
Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia.” Al-Zayn: Jurnal limu Sosial & Hukum 1, no.1 (2023)
hlm 56-65.

4 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran
Negara .2014/No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 5495, 65 him



desentralisasi kekuasaan pusat ke daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah,
daerah menjadi mandiri dari segala urusan pemerintahannya. Keberlakuan otonomi
daerah pun kemudian dikembangkan lagi menjadi otonomi yang berada di desa,
memiliki kewenangan dalam mengurus urusan desa berdasarkan kepentingan
masyarakat sebagaimana pasal 371 ayat (2) yang menyebutkan “Desa sebagaimana
dalam ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan mengenai desa”.

Pengertian desa sendiri menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang
Desa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan
republic Indonesia”. Sedangkan menurut Mashuri Maschab membagi pengertian
desa menjadi 3 (tiga) penafsiran, yaitu pengertian secara sosiologis, secara
ekonomi dan secara politik. ©

Desa dengan beberapa kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No
6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Prakarsa
masyarakat, dan hak asal usul dan adat istiadat desa itu sendiri. Akan tetapi dari
semua kewenangan-kewenangan desa, dalam membangun desa ke arah maju dan

mandiri hanya dapat dijalankan jika peraturan desa telah terbentuk dan menjadi

5 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Lembaran Negara .2014/No. 244, Tambahan Lembaran Negara 212 him

® Ramlan Eka NAM Sihombing., Hukum Pemerintahan Desa., Enam Media, Medan
Sumatra Utara, 2021, him 3



patokan pelaksanaan kewenangan tersebut, maka langkah utama dalam
menjalankan kewenangan dalam pembangunan desa adalah dengan membentuk
peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan di atasnya. ’

Sesuai panduan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas
Undang -Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-
undangan yang meliputi prosedur dan tahapan pembuatan peraturan perundang-
undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan awal akan dilaksanakan dengan
perencanaan atau rancangan peraturan dengan melibatkan masyarakat. Ketentuan
ini telah dijelaskan sebagaimana dalam pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-undang
No 13 tahun 2022 (1) “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/
atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara daring dan/atau luring”. Kesimpulan pasal ini menegaskan
bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hirarki peraturan
perundang-undangan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimulai dari

peraturan yang paling tinggi (UUD 1945) hingga ke peraturan yang lebih rendah

" Hajar, Siti, et al. “Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
di Desa Pematang Johar.”Jurnal IImiah Mugoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan
Hummanioramaniora 6, no.1 (2021) him 136-142.



(peraturan daerah sampai ke peraturan desa) yang melibatkan partisipasi
masyarakat.®

Ketentuan undang-undang di atas menunjukkan bahwa dalam proses
pembentukan peraturan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan desa yang
diberikan melalui peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang lebih tinggi
untuk menyelenggarakan urusan desa. Penjabaran lebih lanjut diserahkan kepada
desa serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan lebih tinggi, dalam artian tidak hanya dibentuk oleh
pemerintahan desa saja, akan tetapi harus melibatkan unsur masyarakat atau
partisipasi masyarakat desa.® Semua ketentuan ini agar memberikan jalan kepada
masyarakat desa agar senantiasa ikut serta memajukan desa dan membangun desa,
yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.'

Partisipasi masyarakat di atas dapat diartikan sebagai keikutsertaan, ikut
dalam pelaksanaan, atau ikut dalam mengambil bagian-bagian yang telah diatur
sebagai haknya. Dalam Bahasa inggris “participate” ! Partisipasi dapat mengambil
penting dalam sebuah permasalahan yang ada, dapat berupa pengambilan pendapat,
penyampaian saran dan Solusi, penyampaian keluhan, penyampaian kritikan,
pengambilan keputusan dalam hal voting dan lain-lain yang dilakukan oleh individu

atau sekelompok orang. Lebih dekat lagi Isbandi mengklasifikasikan pengertian

8 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara 2011/No. 82, Tambahan Lembaran Negara No.
5234, SETNEG: 51 him

® Ni’matul Huda., Hukum Pemerintahan Desa dan Konstitusi Sejak Kemerdekaan Hingga
Reformasi., Stara Press, Malang, 2015, him 252

10 Sutopo, Dhanny Septimawan. “Memahami pembangunan desa dan prespektifnya.”
Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no.3 (2023): 21917-21922

11 Abidin Dindin., Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan., Eureka Media Aksara,
Purbalingga, 2023, him 20



partisipasi ke dalam enam dengan penjabaran sebagai berikut : (1) Partisipasi adalah
kontribusi; (2) Partisipasi adalah bentuk “pemekaan” yang bertujuan agar
masyarakat paham terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam
Pembangunan; (3) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu keadaan
agar dapat melihat bagaimana perkembangan yang akan berlangsung; (4)
Partisipasi adalah proses yang aktif yang dilakukan masyarakat agar dapat
menggunakan keabasan dan haknya dalam melakukan hal tertentu; (5) Partisipasi
adalah pemantapan dialog dengan staf pelaksana atau dalam hal pemerintahan yang
dapat bertukar informasi, lokasi, serta penyebab dan dampaknya; (6) Partisipasi
adalah keterlibatan masyarakat supaya dapat meningkatkan kemajuan dalam
Pembangunan daerahnya, kehidupannya dan lingkungannya untuk mengarah
kepada kesejahteraan. 2

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan pada tahap awal di sini adalah perencanaan pembangunan desa yang
menjadi peraturan tingkat desa dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes).!® RPJMDes sendiri sangat secara umum berfungsi
sebagai acuan kewenangan desa yang akan diselenggarakan untuk pembangunan
desa yang maju dan mandiri.}* Kemudian landasan ini dikuatkan lagi dalam pasal

80 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ‘“Perencanaan

12 Awati, Hidayat Hidayat, Hamdan Firmansyah., Tia Ernawati, Robert Tua Siregar.,
Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi Dan Inovasi., Insania, Cirebon, 2021, him 73-75

13 Saragih, Hisarma. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Manajemen
Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi.” 1 (2021) him 72

14 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara 2024 (77), Tambahan
Lembaran Negara (6914): 20 him



pembangunan desa sebagaimana dalam pasal 79 diselenggarakan dengan
melibatkan masyarakat desa”.*®

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan
RPJMDes dapat dilihat dari beberapa ketentuan berikut : (1) Partisipasi buah
pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat, masyarakat
menyampaikan apa yang dikehendaki baik perseorangan maupun kelompok untuk
keberlangsungan kemajuan desa; (2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan
dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi
orang lain, dan sebagainya, sebagai penciptaan masyarakat desa berdasarkan cita
bangsa agar saling berada dalam tatanan sosial dan rasa persaudaraan, demi
menjalankan peraturan desa yang baik; (3) Partisipasi harta benda, yang diberikan
orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa,
pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya,
berusaha, boleh saja pemenuhannya pada saat rapat RPJMDes atau sesudahnya;
(4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong
berbagai bentuk usaha dan industri, meningkatkan pendapatan desa dengan
mengelola pariwisata atau khas desa untuk penambahan APB desa; (5) Partisipasi
sosial, yang diberikan orang sebagai tanda paguyuban.'®

Fungsi partisipasi adalah demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka

dengan masyarakat, bertukar informasi dengan masyarakat serta memberikan

15 Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran
Negara .2014/No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 549, Pasal 80

16 Saputra, Evan. “Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Kampung
Wisata Kungkuk. ” Jurnal Iimu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) 8, no.4 (2019) him 316-324.



masyarakat akan haknya sebagai warga negara untuk selalu ikut andil dalam
pelaksanaan pemerintahan desa. Selain dari beberapa fungsi partisipasi di atas,
partisipasi juga merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Semangat demokrasi
desa telah menciptakan orientasi yang membentuk kerukunan, kebersamaan, tolong
menolong dan partisipasi terbuka antara pemerintahan dan masyarakat guna
menciptakan desa pembangunan desa yang ideal berdasarkan peraturan perundang-

undangan.!’

Menetapkan segala peraturan untuk menyelenggarakan sistem
ketatanegaraan yang diperuntukkan kepada masyarakat desa. kemudian menjadi
cikal bakal terbentuknya partisipasi masyarakat dalam suatu negara hingga ke desa
dalam proses pembentukan RPJMDes yang tidak lain diperuntukkan kepada
masyarakat desa. Jika partisipasi dilaksanakan dengan baik, maka demokrasi desa
yang diidealkan akan semakin terwujud dalam rangka pembangunan desa yang
demokratis.*®

Namun berdasarkan penjelasan kewenangan desa dan prosedur
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No 6 Tahun
2014 Tentang Desa dan Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas
Undang -Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-
undangan yang harus betapa pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat masih
saja tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Meski peraturan desa tersebut tetap masih berjalan tanpa partisipasi

masyarakat pada saat proses pembentukan RPJMDes, namun dapat menimbulkan

17 Prasetyono, Wahyu. “Implementasi Demokrasi Berdasarkan Pancasila.” PANDITA:
Interdisciplinary Journal of Public Affairs 6, no.1 (2023), him 29-33

18 Lutfiani, Elpi., Implementasi Demokrasi Di Indonesia., NP, JT, Rajawali Pers, Depok,
2021, him 20



akibat-akibat yang sulit untuk diselesaikan dalam pemerintahan desa. Sebagaimana
jika proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai
prosedur maka secara aktual dapat digagalkan secara langsung (tidak sah) atau
dapat diganti dengan peraturan yang baru. Karena kesesuaian proses adalah langkah
utama dari keberhasilan peraturan desa.®

RPJMDes idealnya dibentuk agar setiap desa mempunyai visi misi desa
dengan sebaik-baiknya untuk memajukan desa melalui pembangunan desa yang
demokratis, dalam artian melibatkan partisipasi masyarakat. Namun tidak dapat
dipungkiri bahwa ketentuan tersebut memang diabaikan sebagaimana
permasalahan di yang tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.?

Desa Umang di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah menjalani
peraturan desa yang dijadikan panduan desa telah mengalami kekeliruan pada saat
proses pembuatan RPJMDes dalam hal partisipasi, masyarakat kerap kali diabaikan
dan seolah bukan rangkaian kegiatan terpenting dalam proses pembuatan RPJMDes
oleh pemerintahan desa. Peran dominan hanya dikuasai oleh kepala desa dan
aparaturnya dalam proses penyusunan RPJMDes. Masyarakat masih belum
dilibatkan dalam beberapa penyusunan RPJMDes secara maksimal dan terkadang
tidak sama sekali dilibatkan. Padahal jelas sekali peraturan perundang-undangan
bahkan Undang-Undang no 13 tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang -Undang

No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan

19 Law, Omnibus. "Bab 5." Outlook Demokrasi LP3ES (2021) dan Penjelasan Ketentuan
https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-
dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all

20 Stefanus, Kotan Y, Aspek-Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah Dan Peraturan Desa, JURNAL HUKUM PROYURIS 3.1 (2021): 239-251.
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Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pun menyebutkan bahwa
masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan RPJMDes yang diperuntukkan
untuk pembangunan desa.

Persoalan lain yang terjadi di desa umang adalah sumber daya manusia
(SDM) masyarakat desa tidak merata, masih banyak yang tergolong kedalam SDM
minim, sehingga sulit melakukan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pembentukan RPJMDes secara maksimal. Hal ini menyebabkan
kurangnya informasi dan pembangunan SDM kepada masyarakat desa baik dari
pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun desa itu sendiri.

Kewenangan desa dalam proses pembentukan RPJMDes dilakukan dengan
evaluasi terlebih dahulu oleh BPD yang berperan sebagai pengawasan kelembagaan
desa serta masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan
RPJMDes, membahas RPJMDes yang disampaikan kepada kepala desa dan lain-
lain. Penyelenggaraan forum BPD se minimalnya dihadiri oleh masyarakat yang
terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh politik desa yang memberikan usulan,
sanggahan maupun kritikan kepada pemerintahan desa dalam proses pembentukan
RPJMDes.

Kenyataannya kendala yang terjadi di desa adalah dengan menjadikan
forum BPD hanya sebagai formalitas saja, BPD yang seharusnya menjalankan
perannya dalam menampung aspirasi masyarakat sama sekali tidak dijalankan.
Sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat tersalurkan dalam forum BPD.

Musyawarah mufakat sebagaimana konsep demokrasi desa yang dijalankan oleh
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BPD dan kepala desa hanya sebagai laporan tertulis saja, akan tetapi tidak sesuai
dengan pelaksanaanya.

Problematika desa yang disebutkan akhirnya akan menyebabkan desa
Umang seringkali mendapatkan hambatan berupa : (1) Dibentuknya RPJMDes
yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) kurangnya pembanguan pada
desa. Hambatan ini merupakan pengaruh yang sangat buruk dalam pertumbuhan
desa. Pernyataan ini dapat dibenarkan secara konteks dengan melihat dan menilai
beberapa desa yang melibatkan partisipasi masyarakat pada saat pembentukan
RPJMDes, Desa yang dimaksud meliputi Desa Isaq, dan Desa Uning, kedua desa
ini secara umum lebih tertib dan maju, kesesuaian kebutuhan desa, pembangunan
infrastruktur, bersih dari korupsi dll. Sehingga penulis menjadikan kedua desa ini
sebagai perbandingan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan yang tidak
melibatkan partisipasi masyarakat.?!

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan partisipasi masyarakat di Desa
Umang harus dikembalikan agar tidak merugikan masyarakat dan melenceng dari
aturan yang telah dibuat. Dengan demikian penulis memandang betapa pentingnya
melakukan penelitian Skripsi dengan judul : PARTISIPAST MASYARAKAT
DALAM PROSES PEMBENTUKAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) SEBAGAI WUJUD

PEMBANGUNAN DESA YANG DEMOKRATIS

21 Sulaiman Syah, Masyarakat, Wawancara Online Via WhatsApp, 1 September 2024,
Pukul 10:00 WIB
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan
RPJMDes ?
2. Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam proses pembentukan

RPJMDes di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian
Perumusan masalah di atas memberikan argumentasi yang kritis terhadap
penelitian yang tidak lain bertujuan sebagai berikut :
1. Tujuan Umum
Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi demokrasi desa
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan khusus
1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam
proses pembentukan RPJMDes.
2) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi implikasi

partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan RPJMDes.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian sedemikian ini tentu agar memberikan
manfaat yang dapat diambil dengan sumbangsih pengetahuan hukum serta kajian
kritis hukum sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
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a. Untuk membahas pengetahuan dan wawasan umum yang selama ini masih
terbungkam di kalangan masyarakat dalam hal proses pembuatan RPJMDes
yang kan menjadi peraturan desa jangka 6 tahun, apa yang seharusnya
dilakukan untuk mencapai keberlangsungan demokrasi desa melalui
partisipasi agar tidak berpeluang untuk pendominasian kekuasaan.

b. Dapat dijadikan bahan untuk penelitian seterunya mengenai bagaimana
penjalanan demokrasi desa yang di atur oleh peraturan perundang -
undangan.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menguraikan secara analisa kritis dengan mengetahui
permasalahan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam peraturan
perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk musrenbang desa.
Pelaksanaan musrenbang desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam
pembuatan peraturan desa yang awalnya dirancang dalam RPJMDes,
mencakup pada Amanah dan falsafah negara Indonesia yang dijalankan
berdasarkan demokrasi yang bermula dan berjalan di desa. Hal yang
menyangkut keadaan pembuatan RPJMDes merupakan bentuk kesepakatan
Bersama dalam sistem keterbukaan dan bukan hanya dirancang oleh
seperangkat aparatur desa saja.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat memang mengalami perkembangan yang dinamis ke arah

pengetahuan yang semakin modern dan kritis, akan tetapi desa merupakan
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bagian terkecil dari negara, dan sampai saat ini masih banyak desa yang jauh
dari tahap standar kemajuan negara baik dari segi Pembangunan maupun
pemberdayaan aparatur desa dan masyarakatnya sendiri. Masih banyak dari
kalangan masyarakat desa belum memahami betapa pentingnya partisipasi
mereka dalam desa terutama pada saat proses pembuatan RPJMDes, dan
menganggap hanya aparatur desalah yang berhak mengatur dan
menjalankannya, masyarakat hanya dituntut patuh dan tidak berhak dalam
keterbukaan desa baik dalam segi aturan yang akan di buat, dana dan etos
kerja pemerintahan desa.
3) Bagi Akademisi dan Mahasiswa
Peraturan perundang-undangan mengenai partisipasi masyarakat dan apa
implikasi dari partisipasi masyarakat dalam proses RPJMDes, penelitian ini
memberikan penjelasan kepada para akademisi dalam melakukan analisis
tentang desa berdasarkan hukum dan fenomena masyarakat. Dapat menjadi
bahan kajian tentang bagaimana seharusnya dalam pengimplemntasian
demokrasi desa yang dilaksanakan dalam partisipasi masyarakat pada saat
proses pembentukan RPJMDes, serta mengetahui apa yang menjadi
hambatan dari hal tersebut.
d. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi bahan masukan pemerintah yang kurang mendukung dan
memperhatikan demokrasi desa yang dilaksanakan dalam partisipasi
masyarakat pada saat proses pembentukan RPJMDes, yang dapat

memberikan banyak dampak negatif jika tidak dilaksanakan serta sebagai
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acuan pemberhentian ketimpangan kekuasaan atau menindaklanjuti

pendominasian kekuasaan oleh pemerintahan desa.

E. Kerangka Teori
1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari
desentralisasi kekuasaan yang pada dasarnya dimiliki oleh pemerintahan
pusat hingga menjadi kekuasaan pemerintahan daerah. Pembahasan otonomi
daerah tidak akan pernah terlepas dari desentralisasi atau penyerahan serta
pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah dalam mengatur dan
mengurus urusan daerahnya sendiri. Sejak awal 1990 telah berkembang
gagasan yang memuat bagaimana upaya dapat mengembangkan daerah secara
pasti dan meningkatkan etos kerja daerah secara berkala. Hingga gagasan ini
menjadi semakin kuat dipelopori oleh persatuan sarjana administrasi
Indonesia (PERSADI) kala itu. Hingga pemerintahan presiden B.J Habibie
menuangkan dasar otonomi daerah menjadi sangat penting dalam peraturan
perundang-undangan, sehingga muncullah Undang Undang No 5 Tahun 1999
dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang
No 5 Tahun 1991 yang secara substansi membuat dan membatasi agar
pemerintahan daerah tidak ketergantungan dengan pemerintahan pusat.??
Otonomi sendiri membahas secara spesifik hak-hak daerah pemerintahannya

dalam menentukan arah pembangunan daerah tanpa harus bergantung kepada

22| IPI., Desentralisasi Dan Otonomi Daerah., LIPI Press, Jakarta, 2020, him 20
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pemerintahan pusat baik dalam segi aturan dan pelaksanaannya. Kemudian
dilengkapi dengan desentralisasi yang berhubungan dengan kewenangan
pemerintahan daerah serta organ-organ penyelenggaranya.

Pengertian otonomi daerah dapat dikategorikan dalam dalam arti sempit
sebagai “mandiri” sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai
“budaya”. Sehingga dapat diartikan sebagai kemandirian daerah dalam
mengurus sendiri urusan pemerintahannya baik dalam kaitan pembuatan
peraturan dan keputusan tanpa harus melibatkan pusat sebagai tonggak
utamanya. Otonomi dituntut mampu dalam mengatur segala kepentingan-
kepentingan daerah dan Pembangunan daerah.?® Sedangkan menurut para ahli
otonomi daerah didefenisikan sebagai berikut :

a. Sugeng Istianto
Otonomi daerah adalah suatu atau wewenang guna untuk mengatur
keseluruhan mengurus daerah.

b. Ateng Syarifuddin
Otonomi daerah bermakna kebebasan atau kemandirian namun bukan
kemerdekaan melainkan hanya suatu kebebasan yang terbatas atau
kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang
harus dipertanggungjawabkan.

c. Widjaja

23 Micco Jerianto. Kewenangan BPD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2024, him 17
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Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi
pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna untuk memenuhi
kepentingan bangsa.

d. Kansil
Otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk
mengatur desa mengurus rumah tangganya atau daerahnya sesuai denga
undang-undang.?*

Setelahnya desentralisasi juga dapat dipahami sebagaimana
pernyataan dari United Nations (PBB) “Decentralization refers to transfer
of authority away from the national capital wtether by decontralition (i.e
delegation) to field offices or by devolution to local authorities or local
bodies”.?® Pernyataan tersebut memberikan keleluasaan daerah dalam
penyelenggaraan kepentingan, yang semula dilaksanakan oleh pusat kini
beralih menjadi tanggung jawab daerah melalui desentralisasi pusat ke
daerah.

Tatanan pemerintahan dalam otonomi daerah mengalami perubahan
yang signifikan, pemahaman ini tidak terlepas dari pembagian kekuasaan
darah pada Tingkat satu, Tingkat dua dan Tingkat tiga atau lebih jelasnya

pemerintahan provinsi, kabupaten kota dan desa.?® Sehingga muncullah

24 |dham, H., and M. Kn., Konsolidasi tanah perkotaan dalam perspektif otonomi daerah
guna meneguhkan kedaulatan rakyat dan negara berkesejahteraan., Penerbit Alumni, 2022. him 15

%5 |bid.

% Ani Sri Rahayu., Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan
Aplikasinya., Sinar Grafika, Jakarta, 2022, him 20.

https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Pemerintahan_Daerah.htmI?id=QdpfE
AAAQBAJ&redir_esc=y
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Kembali undang-undang yang secara spesifik mengatur otonomi daerah dan
juga mengatur secara terpisah otonomi desa. Hal ini diperjelas Kembali
dengan keberadaan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang diubah
Kembali menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2004 Tentang Daerah. dan
kemudian diatur Kembali secara terpisah Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Tentang Desa. Undang-undang ini merupakan landasan bagi desa yang
mempunyai hak yang sama dengan daerah dalam otonomi nya untuk
mengatur desa dalam peraturan, serta pembangunan berdasarkan
kepentingan masyarakat desa. Sehingga desa dapat membuat peraturan dan
rancangan peraturan desa yang akan menjadi acuan pembangunan desa
secara berkala jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Otonomi desa yang paling mendasar adalah peraturan desa yang
tidak lagi berpatokan pada peraturan pusat atau peraturan daerah Tingkat
satu dan dua. Dengan demikian dengan adanya peraturan desa, diharapkan
mampu lebih efektif dan efisien dalam memajukan desa, dan pembangunan
desa. Otonomi desa juga diharapkan mampu mencegah segala bentuk
hambatan desa, permasalahan desa dan pelaksanaan di bidang pemerintahan
desa. Jika otonomi desa tidak dilaksanakan sebagai mestinya maka tidak
bisa dipungkiri akan menimbulkan implikasi-implikasi terhadap desa dan
berdampak pada masyarakat desa.
2. Teori Efektivitas Hukum
Hukum yang dibentuk dan dilaksanakan di dalam tatanan

pemerintahan akan berdampak pada kehidupan bangsa dan negara. Sehingga
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dalam pelaksanaannya harus diukur dan dinilai dari keberhasilannya, bukan
dari berapa banyak produk hukum yang dihasilkan. Hukum dibentuk untuk
memperoleh hasil yang bernar sesuai dengan apa yang dicita-citakan, dengan
beberapa tolak ukur yang akan menjadi pembandingnya, sehingga hukum
yang dibentuk dapat berjalan dengan efektifvitas.?’ Menurut Lawrence
Friedman, keberhasilan hukum akan diukur dengan tiga hal yakni :
a. Struktur Hukum
Lawrence menyebutkan “The structure of a legal system consists of
elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction
(that is, what kind of cases they hear, and how and why),; and modes of
appeal from one court to another. Structure also means how the
legislature is organized, how many members”. Pola dan bagian-bagian
dalam hukum harus mengikat satu sama lain, untuk membentuk tujuan
awal yang telah disepakati.?® Struktur merupakan pola yang dibentuk
kepada lembaga dan institusi yang menjalankan atau menegakkan hukum
tersebut. Struktur kelembagaan merupakan bagian yang harus dinilai
paling efesien menciptakan keberhasilan dalam menjalankan hukum itu
sendiri. Sehinga struktur ini mencakup lembaga legislatif sebagai

pembentuk peraturan perundang-undangan, yudikatif dalam lingkup

2" Resya, Erviana, Achmad Fathoni Alfaris, and Refi Aisyah Sakirul Arifah. "Telaah
Budaya Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tentang
Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai." Jurnal limiah Penelitian Mahasiswa 2, no. 6
(2024) him 374-378.

2 Halim, Mustafa‘Afifi Ab, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana. "Legal System in
the Perspectives of HLA Hart and Lawrence M. Friedman." Peradaban Journal of Law and
Society 2, no. 1 (2023) him 51-61.



20

peradilan yang dilaksanakan oleh hakim, jaksa dan lain-lain dan
eksekutif yang berperan aktif dalam melaksanakn undang-undang.

Hukum dinilai tidak berhasil jika para penegak atau lembaga-
lembaga serta institusi tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana
di atur dalam hukum, melakukan pelanggaran dan bertindak dengan
sewenang-wenang.

b. Subtansi Hukum

Selain faktor struktur di atas, yang menjadi tolak ukur keberhasilan
hukum adalah patokan norma, aturan atau regulasi yang harus ditaati oleh
para lembaga, institusi maupun masyarakat. Sebagaimana ungkapan
Lawrence “The substance is composed of substantive rules and rules
about how institutions should behave. By this is meant the actual rules,
norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress
here is on living law, not just rules in law books”.?® Hukum dijadikan
sebagai acuan sikap atau pedoman tingkah laku yang sah. Kewenangan
dalam membentuk peaturan perundang-undangan harus berdasarkan
asas-asas, kaidah dan subtansi hukum yang berlaku dalam hirarki
peraturan perundang-undangan.

Subtansi yang dimaksud berhasil adalah yang berhasil dijalankan
dan dapat dirasakan kepastian, keadilan dan kebermanfaatannya. Norma

yang di atur harus mencakup ketentuan yang benar dan berdampak baik

29 Syam, Ananta Prayoga Hutama. "Effectiveness of implementation of interlocutory
decision in The Gresik District Court/Industrial Relations Class IA: Lawrence Friedman's legal
effectiveness theory study.” PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
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bagi masyarakat, dalam artian tidak hanya menguntungkan para pihak.
Tujuan hukum akan terbentuk dalam proses pembentukannya yang salah
satunya dapat ditandai dengan keterbukaan maupun tranpasansi kepada
masyarakat. Dengan demikian dalam subtansi ini sangat diperlukan
adanya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai salah
satu pertanda subtansi yang baik yang diperoleh dari awal
pembentukannya.
c. Budaya Hukum

Budaya hukum yang dimakud adalah berkaitan dengan nilai, moral,
kepercayaan dan tanggapan yang ada di masyarakat. Budaya hukum
merupakan keaslian masyaakat yang majmuk dan berbeda-beda.
Lawrence menyebutkan “The legal culture, system their beliefs, values,
ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those ports of general
culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social
forces toward from the law and in particular ways”.*

Sikap manusia termasuk aparat penegaknya merupakan budaya
hukum, sehingga segala permasalahan hukum dapat pula ditimbulkan
karena faktor budaya masyarakat setempat yang mengarah pada
perbedaan masyarakat antara pemerintah dan negara dalam membentuk
peraturan maupun sebaliknya. Dengan demikian apabila budaya hukum

belum berhasil dijalankan dan sesuai dengan budaya baik masyarakat

%0 Resya, Erviana, Achmad Fathoni Alfaris, and Refi Aisyah Sakirul Arifah. "Telaah
Budaya Hukum Lawrence M. Friedman Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Tentang
Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai." Jurnal limiah Penelitian Mahasiswa 2, no. 6
(2024) him 374-378.
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maupun pemerintah, maka keberhasilan hukum dapat dianggap gagal dan
bertentangan.
3. Teori Partisipasi

Dalam konsep otonomi daerah, partisipasi pembangunan merupakan
syarat terlaksananya pembangunan daerah atau faktor penentu keberhasilan
dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemudian dalam konsep politik
sering kali disebut dengan istilah men centred development, pembangunan
dilakukan untuk kepentingan manusia. partisipasi politik oleh masyarakat
yang menyiratkan sebuah tindakan aktif dilakukan oleh seseorang atau
kelompok untuk sebuah tujuan tertentu atau didefinisikan dengan istilah
“the term political participation will refer to those voluntary activities by
which members of a society share in selection on rulers and, directly or
indirectly, in the formation of the public policy.”

Partisipasi politik merupakan upaya masyarakat, baik individual
maupun kelompok untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan public
dalam sebuah negara. Terdapat banyak persamaan konsep partisipasi
pembangunan dan partisipasi politik, gagasan yang sama, garis tujuan yang
sama, manfaat yang sama, artinya keduanya sama- sama menjadikan
masyarakat unsur terpenting.>! Dalam hukum konsep partisipasi
pembangunan akan selalu dimaknai dengan bentuk perwujudan dari
otonomi atau asas desentralisasi yang saat telah berkembang di daerah

provinsi, kabupaten kota dan desa, otonomi daerah dijalankan dengan

31 Fayakhun Andriadi., DEMOKRASI., Graha Pena, Jakarta, 2016, him 203
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semangat hukum yang mengaturnya dan menjadi acuan dalam melakukan
konsep otonomi pembangunan daerah. hukum ini tidak hanya berdampak
pada masyarakat di masa sekarang, akan tetapi juga berdampak pada
generasi yang akan mendatang atau generasi penerus.

Sehubungan dengan ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan
daerah yang berlandaskan otonomi sangat membutuhkan partisipasi
masyarakat, yang artinya masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai
instrumen bahwa masyarakat hanya berperan sebagai obyek dari
pembangunan itu sendiri, akan tetapi seyogyanya masyarakat juga
ditempatkan sebagai subyek pembangunan karena dalam menentukan
perencanaan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang
dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi sendiri dapat diartikan sebagai keikutsertaan, sebagiaman
Keith Davis mengemukakan pengertian partisipasi “keterlibatan mentalitas,
moralitas atau perasaan dalam kelompok yang mendorong mereka
memberikan kontribusi kepada organisasi dan juga bertanggung jawab
atas upaya tersebut”. Berdasarkan pendapat Davis diatas kana semakin
memperkuat memperkuat makna dari partisipasi masyarakat dalam hal
pembangunan.

Partisipasi  pembangunan sekurang-kurangnya memiliki 3
komponen yaitu: perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan dan
keterbukaan hasil. Komponen perencanaan pembangunan dimaksudkan

bahwa sebelum melaksanakan pembangunan maka akan dilaksanakan
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pembentukan rencana pembangunan jangka tertentu seperti RPIM,
bertujuan untuk memasukkan partisipasi masyarakat dalam proses
pembentukannya. Komponen pelaksanaan yang dimaksud bahwa dalam
proses tahap pembangunan masyarakat dalam menilai, memberi saran atau
Solusi yang jelas kepada pemerintah. Dan komponen keterbukaan hasil
dimaksudkan bahwa pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan
jujur dan adil serta tidak terdapat kecurangan yag dapat menguntungkan
pihak tertentu dan merugikan masyarakat, serta bertujuan untuk mengetahui
program yang terlaksana dengan baik sesuai anggaran negara maupun yang
belum terlaksana.

Parameter partisipasi masyarakat dalam hal penyusunan
pembangunan dapat dilihat dari pendapatnya Moh. Fadli, Jazim Hamidi dan
Mustafa Lutfi yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ini
menempatkan beberapa kepentingan :

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan tujuan
membentuk pemerintahan yang baik;

b. Partisipasi membentuk keterbukaan agar anggaran yang diberikan
negara tidak dipakai dan digunakan untuk hal yang dianggap kurang
mendukung pembangunan;

c. Partisipasi ini juga dapat dimaknai sebagai hak sekaligus kewajiban
masyarakat;

d. Partisipasi mengadakan keseimbangan antara masyarakat dan

pemerintah dalam melakukan pemberdayaan;
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e. Mengeluarkan aspirasi sebagai bentuk demokrasi;
f. Agar dibentuknya pelaksanaan yang jujur dan adil;
g. Diberitahukannya informasi mengenai keberlanjutan pembangunan;
h. Dapat menjadi penilayan masyarakat terhadap kerja dan pembangunan.
Partisipasi tidak cukup hanya dilaksanakan oleh segelintir orang
atau perwakilan saja, karena memang setiap orang memiliki kewenangan
atas dirinya sendiri, karena dikhawatirkan bahwa Lembaga perwakilan pun
tidak merepresentasikan kepentingan banyak orang. Maka masyarakat
langsunglah yang diharapkan mampu memperjuangkan kepentingannya
sendiri agar membawa dampak penting :
a. Terhindar peluang manipulasi yang dapat merugikan dana anggaran
negara dan masyarakat;
b. Menambah nilai legitimasi rumusan perencanaan. Partisipasi akan
menjadi penting dalam perencanaan pembangunan;
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat.?
Pendekatan partisipasi akan membawa keuntungan social, politik
dan planning dan keuntungan dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Pandangan sosial, memberikan keuntungan menghidupkan populasi
perkotaan dan meningkatkan rasa komunitas dan kebersamaan masyarakat;
b. Pandangan segi politik, memberikan participatory dibandingkan hanya

sekedar perwakilan semata representative democracy,

32 Darmini Roza and Gokma Toni. "Perlindungan Perundang-Undangan Untuk
Mewujudkan Indonesia."Jurnal Cendikia Hukum 5, no.1 (2019), him 12
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c. Pandangan planning, partisipasi memberikan kesempatan untuk dapat
bertukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest dalam

program perencanaan pembangunan atau penyusunan peraturan,

F. Metode Penelitian
Merupakan cara yang ilmiah untuk dapat mengetahui sesuatu dengan
menggunakan cara sistematis, karena menyangkut kerja dalam mengetahui
objek yang dijadikan sasaran untuk pengetahuan dan ilmu bersangkutan.®*
Penelitian hukum yang sedang dilakukan dengan menggunakan cara tertentu,
sistematis dan dengan langkah-langkah yang telah diatur, konsisten dan taat
asas.
1. Jenis Penelitian
Penelitian merupakan usaha untuk menemukan atau menguji kebenaran
dari pengetahuan yang telah ada secara bertahap dan sesuai prosedur ilmiah
dan non ilmiah. Dasar dari pengujian akan sesuatu tidak lain hanyalah
untuk memperoleh kebenaran yang berjalan dan nantinya akan
dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.®® Pengertian hukum juga
tidak jauh berbeda dengan penelitian walaupun hanya secara sempit saja,
dimana hukum memiliki makna kebenaran yang membawa kepada

kemanfaatan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya regulasi

3 Yeti Andrias M., Esensi Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah., TOHAR MEDIA, Makasar, 2019, him 23-24

34 Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum., Hukum, Jakarta, Jakarta, 1986, him
3

3 Alfaozan Imani. Muslim., DEFINISI PENELITIAN., Skripsi hukum, Jakarta, 2020, him
20
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yang tegas. Penelitian hukum berarti dapat disimpulkan sebuah kegiatan
dalam upaya mencari kebenaran hukum dari adanya regulasi atau fakta
empiris yang dialami dan dirasakan banyak orang. Jenis penelitian dalam
obiek kajian penelitian yang diangkat oleh penulis akan mengarah kepada
jenis penelitian Empiris.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian Normatif Empiris dalam skripsi ini adalah
Pendekatan Hukum Socio-Legal (Socio Legal Research) dan Pendekatan
Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach), yang memiliki
penjelasan sebagai berikut :

b. Pendekatan Hukum Socio-Legal (Socio Legal Research). Pengertian
Pendekatan Socio Legal Approach dalam buku Banakar dan Travers
disebutkan  “pendekatan  sosio-legal — merupakan  pendekatan
interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek
perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah
pendekatan Tunggal ” *® Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-
legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks,
yang mencakup segala proses, misal sedari “/aw making”(pembentukan
hukum) hingga “implementation of law” (bekerjanya hukum). Maka
dipastikan pendekatan ini berguna dalam meneliti hukum sebagai objek

kajian yang tidak dijadikan disiplin belaka. Akan tetapi melihat ke

%Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum., Universitas Indonesia PRESS,
Jakarta 2012, him 52
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dalam implementasi di masyarakat (empirical). Maka dengan demikian
tidak hanya melihat dengan kacamata seharusnya saja, akan tetapi juga
melihat senyatanya, dalam artian berguan untuk penelitian Empiris yang
mengajak penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah yang
bersifat Normatif.

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach). Adalah
pendekatan perundang-undangan, yakni dengan melakukan telaah
semua peraturan perundang-undangan yang Dberkaitan dengan
permasalahan yang sedang diteliti.>’ Atau yang sedang berhubungan
dengan desa dan peraturan desa.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan untuk kegiatan meneliti,
dalam hal ini secara spesifik adalah desa Umang di Kecamatan Linge
Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian penulis juga menambahkan desa
lainnya yakni Desa Isaq dan Desa Uning sebagai pembanding. Alasan
menjadikan desa Umang sebagai tempat meneliti karena telah terjadi
beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan demokrasi desa yang
muncul dari masyarakat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Sehingga karena itu desa mengalami berbagai hambatan,
kemunduran dan jauh dari kata maju.
4. Sumber Data Hukum

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

37 Burhan Ashshofa ., Metode Penelitian Hukum., Rineka Cipta, Jakarta, 2021, him 91
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a. Data Primer, adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumber
pertama. Dalam penelitian terhadap desa Umang , Desa Uning, Desa
Isaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah melalui wawancara
maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian
diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder, adalah bahan yang didapatkan dari dokumen, dokumen
resmi, seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, tesis maupun
peraturan perundang-undangan.®®Data Sekunder ini terdiri dari :

1) Peraturan Perundang-Undangan, yakni bahan utama yang akan
dipakai dalam penelitian, yang diuraikan sebagai berikut :

a) Undang -Undang Dasar 1945;

b) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

¢) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Atas Perubahan Kedua
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

d) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

e) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;

f) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa;

38 Zainudin Ali., Metode Penelitian Hukum., Sinar Grafika, Jakrata, 2010, hiIm 106
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g) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
h) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tetang
Pengelolaan Keuangan Desa;
1) Peraturan Desa Umang No 8 Tahun 2023.
j) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Umang 2024-
2029
2) Sekunder penelitian terdahulu, yakni digunakan dalam penelitian
ini berupa buku, jurnal dan literatur- literatur pendukung lainnya,
penelitian yang ditinjau dari bahan pustaka ini merupakan suatu
tujuan agar penulis dapat memahami secara konkrit tentang objek
kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan
rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes),
sehingga kekuatan kebenarannya akan semakin kuat dana kredibel
meliputi :
a) Hasil penelitian yang relevan dengan RPJMDes;
b) Bentuk karya atau buku-buku yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.
c. Data Hukum Tersier, yakni dengan menggunakan :
1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
2) Kamus Hukum Indonesia;

3) Ensiklopedia Hukum Indonesia, dan lain-lainnya.
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5. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan yang berupa karakterisitik nilai-
nilai, maupun jenis, dapatdikatan juga bahwa akibat tidak
memungkinkannnya melakukan penyelidikan secara langsung dengan cara
menyelidiki seluruh populasi, secara penyelidikan yang dimaksudkan
berlaku secara umum, maka cara yang paling dapat digunakan adalah
menggunakan Sebagian dari jumlah populasi, yaitu sebuah sampel yang
dapat dipandang representatif terhadap populasi. Dengan demikianlah
pembuatan sampel (penarikan Sebagian dari populasi untuk mewakili
seluruh populasi) adalah hal yang sangat penting.>® Populasi penelitian
adalah masyarakat di Desa Umang yang meliputi beberapa kalangan dalam
pemerintahan desa. Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil
responden yang berkiatan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Pembentukan Rencana Jangka Menengah Desa di Desa Umang Kecamatan
Linge Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sampel karena
jumlah responden yang diteliti kecil yaitu :
a. Mantan Kepala Desa di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten

Aceh Tengah;
b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Umang

Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah;

39 Winarno Surajhmad., Pengantar Penelitian IImiah, Dasar Metode, dan Teknik. Edisi Ketujuh.,
Tasito, Bandung, 1980, him 93
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c. Tokoh Masyarakat di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh
Tengah;
d. Tokoh Adat di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh
Tengah,;
e. Tokod Tani di Desa Umang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh
Tengah,;
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Berdasarkan pendapat ahli hukum Soerjono Soekanto di dalam
penelitian hukum, terdapat beberapa alat-alat pengumpulan data, yakni
dengan menggunakan studi dokumen Pustaka, pengamatan atau observasi,
wawancara atau interview dan studi dokumen atas bahan hukum.*
Beberapa alat tersebut, dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan
pengumpulan data dengan wawancara atau interview, dan studi dokumen
bahan hukum. Penelitian hukum dengan cara mencari dan mengumpulkan
data hukum primer, skunder dan tersier.
7. Teknik Analisis Hukum
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif yang akan membawa kepada proses analisis secara deskriptif
yang dapat dibuktikan secara sasaran penelitian berdasarkan peraturan
perundang-undangan serta mendekatkan kepada apa yang senyatanya dan

apa yang terjadi sesuai dalam pelaksanaannya atau apa yang dirasakan.

40 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, him 91
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Maka dengan demikian hendaknya seorang peneliti harus memakai suatu

aturan yang tertera dalam ciri perundang-undangan sebagai berikut :

a. Comprehensive yang berarti norma-norma yang dipakai memiliki
keterkaitan satu dengan lainnya secara logis dan rasional

b. All-inclusive yang menekankan penggunaan norma hukum dapat
dipakai untuk menyelesaikan permasalahan

c. Sistematis berdasarkan pada hirarkis peraturan perundang-undangan
secara berurutan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi

adalah dengan menggunakan teknik deduktif, yaitu suatu teknik yang

berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan

berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.**

41 Edy Saputra and Rahmy Zulmaulida. "Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Siswa
Pada Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS),Suska Journal of Mathematics Education.” 7,
no.2 (2021), him 113
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